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BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dengan berakhirnya pembahasan mengenai masalah perbandingan
Honorarium Notaris terkait pembuatan akta Jaminan Fidusia seperti telah
diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu ketentuan
dalam hal ini Honorarium Notaris dapat diatur dalam peraturan yang berbeda.
Namun harus dilihat peraturan mana yang lebih didahulukan berlakunya. Dari
segi hierarki dan pengundangannya, UU No. 30 Tahun 2004 adalah peraturan
yang lebih tinggi kedudukannya serta peraturan yang dikeluarkan lebih baru
dibandingkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000. Biaya pembuatan
akta yang tertulis dalam PP No. 86 Tahun 2000 sangat jauh dibandingkan
dengan honorarium yang ditetapkan oleh UU No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris. Perkumpulan Notaris dalam menetapkan Honorarium
mendasarkan pada hal-hal berikut, yaitu (1) UU Jabatan Notaris dan/atau
Peraturan Pemerintah yang berlaku; (2) Keadaan atau situasi masyarakat; (3)

Tingkat Kesulitan Pekerjaan.

B. Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan selanjutnya Penulis akan
memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran

tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Diperlukan adanya batas maksimum dan batas minimum standar
honorarium notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia. Hal ini
diperlukan dengan harapan agar dikemudian hari tidak ada salah satu
pihak yang merasa sangat diuntungkan dan salah satu pihak merasa sangat
dirugikan. Bila sudah ada batas maksimum dan minimum standar
honorarium diharapkan rasa keadilan dapat terwujud dan dirasakan oleh
semua pihak.

2. Diperlukan pengawasan yang ketat oleh Majelis Pengawas Daerah
khususnya mengenai honorarium Notaris yang sampai Saat ini masih
banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran Kode Etik khusunya pasal 4
huruf (m) yang menyatakan bahwa Notaris dilarang menetapkan
honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah

dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
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